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PENCABUTAI{ PERATIIRAI{ Gt'BERf,T'R LAUPT'ITG NOMOR 38 TAHUN 2024
TEIYTAITG DASAR PETGETAAI| PA"'AI( KETDARAAT BERUOTOR, BEA BALIK

NAIIIA XTI|DARAAJ| BERTOTOR DAIS PA.'AI( AL/\T BERAT TAHUN 2024

DENGAIT RAHMAT TT'HAN YAITG MAIIA ESA

GT'BERIIIIR LAJTIPI,ING,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
Tahun 2O25, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Gubemur lampung
Nomor 38 Tahun 2024 tefiang Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Pajak Alat Berat Tahun 2O24 dan menetapkannya
dengan Peraturan Gubernur la.mpung;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
26881;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang talu Lintas
dan Angkutan Jalan (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tent-ang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambaharr
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ter:tang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 te t:rrrg Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (tcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O21 terrtang Penyelenggaraan
Bidang talu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642)
Peraturar Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Peizinan Berusaha Berbasis Risiko (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor lO Tahun 2021 tentang tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
layanan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 ter,tang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2O2l tentang Kementerian Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 286);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk
Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 146);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 177 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ll7 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentans Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Pajak Alat B€mt Tahun 2O24, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 458);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran
Daerah Provinsi L,ampung Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi la.mpung (tembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4);

17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (Berita
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2O1l Nomor 4O);

MEMUTUSKAI{:

Menetapkan PERATT'RAJ| GT'BERITI'R TEITTANG PEITCABUTAN
PERATI'RAIT GT'BERIIT'R I,AUPUI{G I{OUOR 38 TAHUN
2024 TEITTAITG DASAR PEITGEITAAI( PA"'N( KEI{DARAAI{
BERIOTOR, BEA BALIK I{AIUA KEI(DARAAT BER]UOTOR
DAIT PA.'AX ALAT BERAT TAHI'I{ 2024.

Pasal 1

Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat
Berat Tahun 2024 (Berit:- Daerah Provinsi l,ampung Nomor 38 Tahun 2024),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
padatanggal 17 - t2 - 2025

GT'BERITIIR LAUPTING,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar LamPung
pada tanggal 17 - 12 - 2025

SEKREf,ARIS DAERAII PROVI!6I I,AUPUIIG'

ttd

MARIIfiD IfiIruU,A'WA]I

salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

YUDHI ALFADRI, SH .MM
Pembina Utama Muda
NrP. 19710629 199703 1 001
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